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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

.  tempat dan tanggal lahir

Kumbayau, 10 September 1989,

NIK. GGG 20ama 1slam, pekerjaan ibu
rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Dusun [ G
I <ota Sawahlunto, email:
EREEEERESRERIEIREe . s<bagai Penggugat;
Lawan

I ot dan tanggal lahir Tumpuk
Tangah, 20 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan
sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Dusun [
I <02 Sawahlunto, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023
telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi e-court dengan register Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil gugatan

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 26 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan [JJJJll sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: [, tanggal 06 Februari 2007;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan
Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat
Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah,
Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi
lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang
bersangkutan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
Kontrakan || I kecamatan Talawi Hilir, selama 1 (satu) tahun
kemudian pindah ke | G <ccomatan Talawi,
Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

yang bernama:

a. GGG <2k, lahir tanggal 10 Juni 2007;
b. . 12ki-laki, lahir tanggal, 31 Agustus 2013;

c. . crempuan, lahir tanggal, 27 Februari 2019.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang

disebabkan oleh:

a. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat telah
menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

b. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena
Tergugat suka bermain judi online.
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7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember
2022, Penggugat menerima informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat
telah menikah secara sirri dengan wanita lain di daerah Jambi, kemudian
Penggugat menghubungi Tergugat lewat telepon dan menanyakan tentang
kebenaran informasi tersebut, ketika itu Tergugat mengelak dan tidak mau
mengakui perbuatannya, kemudian Penggugat memperlihatkan isi chat
Penggugat dengan teman Tergugat tadi, setelah itu Tergugat baru
mengakui perbuatannya. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan
perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk
mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto. Sejak saat itu
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 1 (satu) bulan
sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.
Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga
bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk
mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan
yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (I GcGcTcNGEEEEE
terhadap Penggugat ()

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
Subsider
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah
tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan
Tergugat. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangannya
tentang mudharat (efek negatif) dari perceraian terutama terhadap
perkembangan psikologis anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk
umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: |} Bl tertanggal 06 Februari
2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
I Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi
meterai dan stempel pos (nazegelen), kemudian oleh Ketua Majelis diparaf
dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi
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1. I < p:t tanggal lahir Kumbayau, 17 Mei

1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Dusun I <ota Sawahlunto,

dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat
yang bernama | I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat
tinggal bersama di || ]l Talawi Hilir selama 1 (satu) tahun
kemudian pindah ke |GG <ccanatan
Talawi Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan
tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering
mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah
tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain satu
tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan

Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama
dengan Tergugat;

2. I -t tanggal lahir Kumbayau, 05

Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
I (<ccamatan Lembah
Segar Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah secara sah dan resmi;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat
tinggal bersama di | Talawi Hilir selama 1 (satu) tahun
kemudian pindah ke | G <ccanatan
Talawi Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan
tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering
mendengar pengaduan dari Penggugat dan juga dari teman Tergugat
dan orang lain tentang keadaan rumah tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain satu
tahun yang lalu dan hal ini diberitahukan oleh Penggugat kepada

saksi 6 (enam) bulan yang lalu;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan
Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga
sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan

kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti
yang telah dikemukakannya terdahulu serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, “Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)
Perkawinan...dst”. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan
bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata
terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan
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ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan
ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini,
baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah
pada tanggal 26 Januari 2007 dan perkawinan tersebut belum pernah putus
karena perceraian, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum
terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan
kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (in
person) di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun sudah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan
maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk
mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari
persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan
patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa
Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan
atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan
Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara
verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat
terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada
pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak bulan Desember 2009, yang disebabkan karena
Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan
Tergugat kurang perhatian dan kasih saying kepada Penggugat karena
Tergugat suka bermain judi online. Puncaknya terjadi pada bulan Desember
2022, Penggugat menerima informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat
telah menikah sirri dengan wanita lain, dan ketika Penggugat tanyakan kepada
Tergugat, Tergugat mengakui perbuatannya hingga mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara
verstek, namun oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian,
maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2007 dan tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan [JJJlll Kota Sawahlunto tertanggal 06
Februari 2007, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan
yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya
sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
I - . << duanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti
dengan tanda P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada
tanggal 26 Januari 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan [JJJl]l Kota Sawahlunto tertanggal 06 Februari 2007;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah
menikah dengan wanita lain;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga)
bulan sampai saat ini tidak serumah lagi, serta tidak saling pedulikan lagi;

6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani
hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,
dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai
anak;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat
telah menikah dengan wanita lain;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi
dalam rumah tangga;

6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama

kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma
Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur’an, al-Hadis dan Kaedah Fikih
serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana yang akan diuraikan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian
sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh
Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara
Penggugat dengan Tergugat sejak setahun yang lalu disebabkan karena
Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hingga mengakibatkan Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, maka hal ini
menjadi indikasi bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah

tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
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yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila
tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal
tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam
rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan
apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka
rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua
pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus
dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh
yang berbunyi sebagai berikut:

LJ:L.::.U ;.Ja— ._.L'L;" ,aJ.E.n Joe Ll 533

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang
terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

\)‘)_4‘\.64:_9)“ )‘)...a‘uﬂ_‘.‘ J‘JJ)&J‘\__.AM‘JAMLJ“\A} )'ud‘
Artinya: “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah
berbuat memadhorotkan dirinya’;
Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiqg, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid I, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang

menyatakan sebagai berikut:

VLY O ¢ gl e ol gl By 2L ) Lalges ot 13

il Lgall Ligiy 3Nl o oAl ey Lol spall ales ans Glay

asl
Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan
bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan
penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi,
maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan
tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah
rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai
suami istri hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti
itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia
yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai
suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk
diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran
Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
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bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg.
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi
di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan
usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal
31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (| GTGTCNNGGEEEE
terhadap Penggugat (I

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444
Hijriah, oleh kami Dyna Mardiah A., S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Rosmaleni,
S.H.Il., M.A. dan Almar Atul Hasanah, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Rosmaleni, S.H.l., M.A. Almar Atul Hasanah, S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd
Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A.
Perincian biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp220.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
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